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ABSTRACT 

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program is a 

government initiative aimed at accelerating land registration to ensure legal 

certainty of land rights. However, its implementation still encounters problems, 

particularly overlapping land certificates, which create legal uncertainty and require 

resolution by the Land Office. This study aims to identify the typology of problems 

causing overlapping land certificates after the implementation of the Complete 

Systematic Land Registration (PTSL) Program in Lumbung Village, Ciamis 

Regency, analyze the dispute resolution mechanism, and examine its conformity 

with the General Principles of Good Governance (GPGG). 

This study employed an empirical juridical research method using a case 

study approach and descriptive qualitative analysis. Data were collected through 

interviews, observations, and document studies conducted at the Ciamis Land 

Office. The analysis was carried out by identifying the typology of land problems 

based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial 

Planning/Head of the National Land Agency Number 15 of 2024, followed by an 

analysis of the dispute resolution mechanism based on Regulation Number 21 of 

2020 and the General Principles of Good Governance. 

The results show that the overlapping land certificate case following the 

implementation of the PTSL Program can be classified into three typologies, 

namely land rights determination and land registration, land tenure and ownership, 

and land location and boundary. The dispute resolution process was carried out in 

accordance with the stages stipulated in the Regulation of the Minister of Agrarian 

Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 

2020. The findings indicate that the resolution mechanism complies with the 

applicable regulations and reflects the implementation of the General Principles of 

Good Governance in land administration. 

Keywords: Complete Systematic Land Registration (PTSL); overlapping land 

certificates; typology of land problems; land dispute resolution; Good Governance.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Tanah merupakan bagian dari bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang memiliki kedudukan penting 

dalam hukum agraria. Dalam konteks tersebut, tanah tidak hanya dipahami sebagai 

objek fisik atau geografis, melainkan juga sebagai objek hukum yang menimbulkan 

hubungan hukum antara subjek hak dan negara, tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA). Pasal tersebut menegaskan bahwa berdasarkan hak menguasai 

dari negara ditetapkan berbagai jenis hak atas permukaan bumi yang dapat dimiliki 

oleh orang perseorangan maupun badan hukum. Kepastian mengenai subjek hak, 

objek tanah, serta status haknya merupakan kebutuhan mendasar dalam 

penyelenggaraan administrasi pertanahan (Harsono, 2019). 

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Ketentuan tersebut 

ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah yang menyatakan pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin 

kepastian hukum dan kepastian hak. Melalui pendaftaran tanah, data fisik dan data 

yuridis bidang tanah dicatat dan didokumentasikan sebagai dasar pembuktian serta 

pelayanan pertanahan. Pendaftaran tanah secara sporadik memiliki keterbatasan 

karena bergantung pada inisiatif pemohon dan tidak selalu menjangkau seluruh 

bidang tanah secara merata. Kondisi tersebut menjadi alasan perlunya pendaftaran 

tanah yang dilaksanakan secara lebih sistematis dan menyeluruh. 

Dalam rangka mempercepat pendaftaran tanah secara menyeluruh, 

pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL). PTSL diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap sebagai pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis dan serentak 

dalam satu wilayah administrasi desa atau kelurahan. Program ini diarahkan untuk 
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mewujudkan tertib administrasi pertanahan melalui pendataan bidang tanah secara 

lengkap serta penerbitan sertipikat. PTSL menuntut ketelitian dalam pengumpulan 

dan pencatatan data agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas data fisik 

dan data yuridis selama proses PTSL menjadi faktor penting dalam menjamin 

kepastian hak atas tanah (Suharto dan Supadno, 2023). 

Dalam praktiknya, pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) tidak selalu berjalan tanpa kendala. Meskipun bertujuan 

memberikan kepastian hukum, setelah sertipikat diterbitkan masih ditemukan 

berbagai permasalahan pertanahan yang diajukan masyarakat kepada Kantor 

Pertanahan. Permasalahan tersebut umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian 

data fisik maupun data yuridis yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertipikat 

sehingga berpotensi menimbulkan sengketa maupun tumpang tindih sertipikat. 

Bentuk permasalahan yang dapat muncul antara lain perbedaan letak, batas, luas 

bidang tanah, maupun adanya klaim hak atas objek tanah yang sama (Artika dan 

Silviana, 2025). Selain itu, permasalahan juga dapat dipengaruhi oleh aspek yuridis, 

seperti riwayat penguasaan tanah, alas hak yang belum jelas, serta dokumen 

pendukung yang tidak lengkap atau tidak konsisten (Pratama dan Sadino, 2025). 

Permasalahan yang muncul setelah diterbitkannya sertipikat PTSL 

memerlukan penanganan oleh Kantor Pertanahan sesuai dengan karakteristik 

permasalahan yang terjadi. Sebelum menentukan bentuk penanganan dan 

penyelesaiannya, terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi terhadap tipologi 

permasalahan sebagai dasar untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tumpang 

tindih sertipikat. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Permasalahan Pertanahan, permasalahan pertanahan diklasifikasikan 

ke dalam sebelas tipologi permasalahan pertanahan berdasarkan karakteristik dan 

penyebabnya. Salah satu tipologi yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan 

administrasi pertanahan adalah permasalahan yang berkaitan dengan tumpang 

tindih sertipikat, karena permasalahan tersebut dapat memengaruhi kepastian 

hukum hak atas tanah. Pengelompokan tipologi tersebut menjadi dasar dalam 

menentukan bentuk penanganan yang tepat sesuai dengan karakteristik setiap 
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permasalahan pertanahan. Setelah tipologi permasalahan diidentifikasi, 

penyelesaian kasus dilaksanakan melalui mekanisme administratif sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 21 Tahun 2020, yang meliputi tahapan penerimaan dan distribusi 

pengaduan, pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat 

koordinasi, gelar akhir, hingga penyelesaian kasus. Dengan demikian, identifikasi 

tipologi permasalahan menjadi langkah awal dalam menentukan mekanisme 

penyelesaian sehingga penanganan kasus pertanahan dapat dilakukan secara tepat 

sesuai dengan karakteristik permasalahan dan mekanisme penyelesaian yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 21 Tahun 2020. 

Penyelesaian permasalahan oleh instansi pemerintah merupakan bagian dari 

penyelenggaraan kewenangan administrasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, 

mekanisme penanganannya tidak hanya harus dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpedoman pada Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

AAUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, 

kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan 

umum, dan pelayanan yang baik. Dalam konteks penyelesaian permasalahan 

pertanahan, asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi Kantor Pertanahan dalam 

menjalankan kewenangan administrasi agar setiap tindakan dan keputusan yang 

diambil dilakukan secara objektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak atas 

tanah, dan mewujudkan tertib administrasi pertanahan. 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 21 Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penanganan dan 

penyelesaian kasus pertanahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan tersebut mengatur tahapan 

penyelesaian kasus yang meliputi penerimaan dan distribusi pengaduan, pengkajian 

kasus, gelar awal, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, 
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hingga penyelesaian kasus. Melalui tahapan tersebut, penyelesaian permasalahan 

pertanahan dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan kewenangan dan prosedur 

yang telah ditetapkan sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang 

jelas. Selain itu, pelaksanaan mekanisme penyelesaian tersebut perlu 

memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai 

pedoman dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan agar setiap tindakan 

dan keputusan yang diambil memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. 

Desa Lumbung, Kabupaten Ciamis dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

ditemukan kasus tumpang tindih sertipikat pasca pelaksanaan Program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah ditangani oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ciamis. Kasus tersebut melibatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00338 

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04200 yang berada pada objek tanah yang sama 

sehingga menjadi contoh yang relevan untuk mengkaji tipologi permasalahan 

sekaligus mekanisme penyelesaiannya. Kasus tersebut dipilih karena telah selesai 

ditangani sehingga seluruh tahapan penyelesaiannya dapat ditelusuri dan dianalisis 

secara utuh. Selain itu, penanganan kasus tersebut telah melalui tahapan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 sehingga memberikan data yang 

memadai untuk dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas 

pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), efektivitas 

program, maupun penyelesaian sengketa pertanahan secara umum. Penelitian ini 

secara khusus mengkaji tipologi permasalahan tumpang tindih sertipikat 

berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 15 Tahun 2024 serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 21 Tahun 2020 yang dianalisis menggunakan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik.  

Dengan demikian, kajian mengenai tipologi permasalahan yang 

menyebabkan terjadinya tumpang tindih sertipikat beserta mekanisme 
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penyelesaiannya menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang 

komprehensif mengenai penyelesaian kasus pertanahan pasca PTSL. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, masih diperlukan penelitian mengenai tipologi 

permasalahan yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih sertipikat pasca 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta mekanisme 

penyelesaiannya oleh Kantor Pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 dan 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai tipologi permasalahan yang menyebabkan 

terjadinya tumpang tindih sertipikat sekaligus mengevaluasi kesesuaian mekanisme 

penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum administrasi pertanahan yang 

berlaku. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

"Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Tumpang Tindih Sertipikat (Studi 

Kasus di  Desa Lumbung, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tipologi permasalahan sertipikat pasca PTSL di Desa Lumbung, 

Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis? 

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 dan 

AAUPB berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui tipologi permasalahan pasca PTSL di Desa Lumbung, 

Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis. 

b. Mengetahui mekanisme penyelesaian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 

dan AAUPB berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agraria dan hukum 
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administrasi negara, mengenai tipologi permasalahan tumpang tindih 

sertipikat pasca Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta 

mekanisme penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 dan Asas-

Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

mengkaji permasalahan pertanahan dengan objek atau pendekatan yang 

sejenis. 

b. Manfaat Praktis 

ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pertanahan 

dalam mengidentifikasi tipologi permasalahan tumpang tindih sertipikat serta 

mengevaluasi kesesuaian mekanisme penyelesaiannya berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung 

peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan, mewujudkan 

kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. 

D. Batasan Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

a. Masyarakat pemegang sertipikat PTSL dan pihak yang berkepentingan yang 

mengajukan permasalahan atas sertipikat PTSL kepada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ciamis, baik melalui pengaduan tertulis yang diregister maupun 

lisan melalui layanan loket  sepanjang terdapat pencatatan atau dokumentasi, 

b. Pegawai atau pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis yang terkait 

dengan penerimaan pengaduan serta penyelesaian permasalahan melalui 

petugas loket, kepala seksi penanganan dan penyelesaian sengketa. 

2. Objek penelitian dibatasi pada mekanisme penyelesaian permasalahan 

masyarakat setelah diterbitkannya sertipikat PTSL di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ciamis, meliputi tahapan penerimaan pengaduan, klarifikasi, 

pemeriksaan berkas, penelusuran data, verifikasi ulang data fisik dan data 

yuridis, sampai dengan penetapan tindak lanjut, dengan studi kasus pada Desa 

Lumbung, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis. 
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3. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada permasalahan setelah sertipikat PTSL 

terbit yang berkaitan dengan: 

a. data fisik meliputi batas, luas, letak, pemetaan, dan tumpang tindih bidang. 

b. data yuridis meliputi subjek hak, alas hak atau riwayat penguasaan, status 

waris, dan/atau tumpang tindih penguasaan atau pensertipikatan, sepanjang 

diselesaikan melalui mekanisme administratif di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ciamis. 

4. Kajian normatif dibatasi pada ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), PP No. 

24 Tahun 1997, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 (PTSL), 

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2014 

Pasal 10 (AAUPB), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang pencegahan kasus 

pertanahan, serta Juknis PTSL yang relevan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tipologi dan 

Penyelesaian Tumpang Tindih Sertipikat Pasca PTSL (Studi Kasus di Desa 

Lumbung, Kabupaten Ciamis), diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tipologi permasalahan tumpang tindih sertipikat pasca Program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lumbung Kabupaten Ciamis terdiri 

atas tiga tipologi, yaitu letak dan batas bidang tanah, penguasaan dan pemilikan 

tanah, serta penetapan hak dan pendaftaran tanah. Tipologi letak dan batas 

bidang tanah terjadi karena adanya ketidaksesuaian penunjukan batas bidang 

tanah pada saat pelaksanaan pengukuran sehingga sebagian bidang tanah yang 

telah terdaftar masuk ke dalam hasil pengukuran PTSL. Tipologi penguasaan 

dan pemilikan tanah disebabkan oleh adanya perbedaan riwayat penguasaan 

dan klaim kepemilikan tanah yang tidak didukung dengan data yuridis yang 

akurat. Sementara itu, tipologi penetapan hak dan pendaftaran tanah terjadi 

akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 04200 pada objek tanah 

yang telah lebih dahulu terdaftar sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor 00338. 

Ketiga tipologi tersebut saling berkaitan dan menjadi penyebab terjadinya 

tumpang tindih sertipikat pada objek penelitian. 

2. Penyelesaian permasalahan tumpang tindih sertipikat di Desa Lumbung oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan sesuai dengan 

mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, yaitu 

melalui tahapan penerimaan dan distribusi pengaduan, pengkajian kasus, gelar 

awal, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan 

penyelesaian kasus. Berdasarkan hasil penelitian terhadap data fisik, data 

yuridis, riwayat penguasaan tanah, pemeriksaan lapangan, dan klarifikasi 

kepada para pihak, diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 04200 

mengandung cacat administrasi dan/atau cacat yuridis karena diterbitkan pada 

objek tanah yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 00338. Atas dasar 
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tersebut, bentuk penyelesaian yang ditempuh adalah pembatalan Sertipikat Hak 

Milik Nomor 04200 sebagai upaya memulihkan tertib administrasi pertanahan 

dan memberikan kepastian hukum terhadap hak yang telah terdaftar lebih 

dahulu. Selain itu, mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Ciamis telah mencerminkan penerapan Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas 

kecermatan, asas ketidakberpihakan, dan asas tidak menyalahgunakan 

kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, perlu meningkatkan ketelitian 

dalam pelaksanaan pengukuran dan verifikasi data fisik serta data yuridis, 

khususnya pada pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL). Selain itu, optimalisasi pemanfaatan peta pendaftaran, basis data 

pertanahan, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat perlu 

terus ditingkatkan untuk meminimalkan terjadinya tumpang tindih sertipikat di 

kemudian hari. 

2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap tahapan 

pendaftaran tanah, terutama pada saat penunjukan batas bidang tanah dan 

pemasangan tanda batas, serta memastikan bahwa dokumen kepemilikan dan 

riwayat penguasaan tanah yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya 

agar dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa maupun tumpang tindih 

sertipikat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji penyelesaian tumpang 

tindih sertipikat pada wilayah yang lebih luas atau membandingkan 

implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 di Kantor Pertanahan lain sehingga 

diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyelesaian kasus 

pertanahan.
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